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Skripsi ini membahas mengenai 3 hal, yakni mengenai pengaturan mengenai Konsultasi dan Pemberitahuan
dalam rangka pengambilalihan saham perusahaan,penerapan hukum persaingan usaha dalam Putusan KPPU
nomor 08/KPPUM/2012 mengenai dugaan keterlambatan melakukan Pemberitahuan oleh PT Bumi Kencana
Eka Sejahtera, dan perbandingan pengaturan mengenai Konsultasi dan Pemberitahuan dalam rangka
pengambilalihan saham perusahaan di beberapa negara dengan pengaturan di Indonesia. Pengaturan
mengenai Konsultasi dan Pemberitahuan perlu dimengerti dan dipahami baik oleh pelaku usaha maupun
Investigator KPPU. Dengan demikian, pelaku usahaterhindar dari pelanggaran pengaturan yang ada dan
KPPU dapat melaksanakan fungsi pengawasan terhadap pengambilalihan saham dengan maksimal, sehingga
pelanggaran terhadap hukum persaingan usaha pun dapat dihindari. KPPU telah menerapkan pengaturan
pengambilalihan saham dalam memutuskan kasus dugaan keterlambatan melakukan Pemberitahuan
pengambilalihan saham oleh PT Bumi Kencana Eka Sejahtera. Jika pengaturan mengenai Konsultasi dan
Pemberitahuan di Indonesia dibandingkan dengan pengaturan di berbagai negarayaitu Australia, Brazil, dan
Jepang, terdapat beberapa persamaan dan perbedaan.

Thisthesisis mainly discuss about 3 (three) problems. First, regulation of Consultation and Notification
about acquisition based on Antitrust Law, the implementation of Antitrust Law in KPPU?s decision No.
08/KPPU-M/2012 about failure to notify acquisition case by PT Bumi Kencana Eka Sejahtera, and
comparison between regulation of Consultation and Notification about acquisition based on Indonesian
Antitrust Law and regulation of Consultation and Notification about acquisition based on other country?s
Antitrust Law. Regulation of Consultation and Notification about acquisition shall be understood by
companies and KPPU?s Investigator. Therefore, companies can avoid violation of the regulation and KPPU
can perform its best control function, so that in the end violation of Antitrust Law can be avoided. KPPU has
implemented the regulation of acquisition in failure to notify acquisition case by PT Bumi Kencana Eka
Segjahterain aright way. In a comparison between regulation of Consultation and Notification about
acquisition based on Indonesian Antitrust Law and regulation of Consultation and Notification about
acquisition based on other country?s Antitrust Law, there are some similarities and differences.


https://lib.ui.ac.id/detail?id=20346903&lokasi=lokal

